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BUPAI I NGANJUK

SALINAN

KEPUTUSAN

BUPITT I NGANJUK

NOMOR 38 TAHUN 2OOO

TENTANG

PETUNJUK PELAKSAI'IAAN PER,ATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJI.]K

NCMOR 17 TAHUN 2OOO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI NGANJUK

MEN I MBANG

IvIENG I NGAT

bahwa untuk mel aksanakan pe rat u ran Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 1t Tahun 20OO tentang
Sumber Pendapatan Desa, maka per'l u menetapkan
Petunjuk Pel aksanaan Pe rat u ran Dae rah tersebut
dengan Keputusan Bupat i .

Undang-Und ang Nomor 12 Tahun I950 tentang
Pembentukan Dae rah-Dae rah Kabupat en d.i
Lingkungan l)ropinsi Jawa Timur ; \

Undang-Undang Nomor 22 fahun 19gg tentang
Pemer i nt ahan Da6rah ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan
dan Bentuk. Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Perat u ran Pemerintah dan Rancangan Keput usan
Presi den ;

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun i999 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs.i , Susunan Organ jsas.i
dan Tata Kerja Departemen ;

Peraturan Menteri Dalam Negerj Nomor 4 Tahun
1999 t ent ang Pencabut an Beberapa peraturan
Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menter.i Dalam
Nege r i dan Inst ruksj Menteri Dalam Negeri
Mengenai Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 5

Tahun I978 tentang pemerintahan Desa ;
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk
Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan M€nteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1998 t ent ang Petunjuk Pe I aksanaan dan
Penyesuaian Perist i lahan DBlam Penyelenggaraan
P€mer i nt ahan Desa dan Ke lurahan ;

Keputusan M€nteri Dalam Negeri Nomor
1999 tentang Psdoman Umum Pengaturan
Desa;

64 Tahun
Mengenai

Kabupat en Ng an j uk
Sumb e r Pendapat an

9. Keputusan Menteri Dalam Negerj Nomor 99 Tahun
1999 t ent ang organ i sas i dan Tat a Kerja
Depart emen Dalam Negeri ;

l0.Poraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17
Tahun 2000 tentang Sumber Pendapata Desa.

I'.I EMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2OOO TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA,

Pasal 1

MENETAPKAN

Mel aksanakan Perat u ran Dae rah
Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Desa.

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a, Psndapatan asli desa yang meliputi
1) Hasi I usaha desa ;

2) Hasil kekayaan desa ;

3) Hasil swadaya dan partisipasi ;
4) Hasil gotong royong ;
5) Lain-lain pendapatan asI i desa

b. Pemberian dari Pemerintah
meliputi :

1) BaS i an dar i
daerah dan

2 ) Bag ian dari
dan dae rah
Daerah.

Pembe r i an dari
Propinsi;
Sumbangan dar i
Pinjaman desa,

perol ehan pajak dan retribusi

Pemeri nt ah Pusat dan Pemerintah

yang sah.
Dae rah yang

dana
yang

perimbangan keuangan pus at
diterima ol eh Pemerintah

c

d
e

pi hak ket iqa
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Pasal 3

( 1 ) Swadaya dan part i si pasi sebagaimana dimaksud
dal am Pasal 2 huruf a angka 3 dengan cara
musyawarah yang ditetapkan dengan peraturan
Desa;

(2) Swadaya dan partisipasi masyarakat desa dalam
b6nt uk uang, barang ditetapkan sebagai
pendapatan asl i desa dicatat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ;

Pasal 4

(1) Kekayaan desa sebagaimana
2 huruf a angka 2 terdiri
a. Tanah kas desa ;
b. Pasar Desa ;

c, Bangunan mi I i k
d. Obyek rek reas i
6, Pemand ian umum

f. Hut an desa ;
g. Tempat -t smpat

ol eh desa ;

d i maksud dalam Pasal
dali :

desa
yang
yan9

d.i urus
diurus

o leh
oleh

desa
desa

pemanc i ngan yang dikelola

h. Pei el angan i kan yang
j, Jalan desa dan ;

j. Lain-lain kekayaan yang d'i u sah a kan dan
diurus oleh Pemerintah Desa.

(2) HasiI penge l o laan dan atau sewa t anah atau
kekayaan desa I ai nnya sebagai mana dimaksud
ayat (t ) dalam bentuk ni lai uang menjadi \
sumbe r pendapat an desa yang dicatat dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa wajib mempert ahankan dan
mengembang kan sumbe r pendapat an desa yang
tel ah dimiliki serta menggali sumber
p,J lldapat an desa ;

(2) Jika Pemeri nt ah Desa tidak lagi mampu
mengelola sumber pendapatan desa seIa.i n tanah
kas desa, desa dapat bekerjasama dengan pihak
I a'i n dengan syarat :
a. Kerjasama di lakukan atas pers€tujuan BpD

yang di tetapl(an dengan Peraturan Desir.
b, Ke r j asama dituangkan dengan perjanj ian

sscara tertul is yang d.i t andat angan i oleh
kedua belah pi hak.

c. Desa memperoleh keuntungan berupa sewa atau
uang pemakai an yang s€waj arnya sebaga i
pendapat an desa.

d. Mendapat persetujuan tertul.i s dari Bupat i .

di kelo la oleh desa
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Pasal 6

(1) Tanah-tanah kas Desa dan yang sejenisnya
msrupakan kekayaan desa dilarang untuk d'i jual
atau dipindahkan haknya kepada pihak lain ;

(2) Jika tanah-tanah kas d€sa dan sejenisnya untuk
kepent i ngan proyek pembangunan I arangan
tersebut ayat (1) tidak berlaku dengan
syarat :

a. Mendapat perset u j uan BPD yang dituangkan
dal am P6raturan Desa ;

b. Pemerintah Desa d apat penggant i yang
sebanding (senilai ) atau lebih dengan tanah
yang digunakan untuk pembangunan ;

c. Mendapat ijjn tertuiis dari Bupati.

Pasal 7

BPD dan atau Bupat i me'l akukan pengawasan terhadap
penqelolaan sumber pendapatan desa sebagai upaya
pemanfaatan yang sebenarnya bagi penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

PaSa I B

Sumber-Sumbor Pendapatan Desa yang selama ini
dikelola ol eh Pemerintah Dae rah masih tetap
berl aku .

Pasa l I

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ket ent uan apabila
d'i kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana
mest i nya ;

(2) Mengundangkan Keputusan ini dalam Lembaran
Daerah Kabupat en Nganjuk.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

NGANJUK
14-12-2000

BUPAT I NGAI.IJUK

dto.

Drs, SOETRISNO R, M.Si
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2000 Seri
D2 tanggal I4 Dessmber 2oo0 Nomor 36'

AN. BUPATI NGANJ UK

SEKRETARIS DAERAH

dto.

D rs. MOCH. SUPADJAR

Pembi na Ut ama Muda
NIP. 010 045 270

Disalin sesua'i asl inya
An. BUPAT

As i st en
NGANJUK

ta Pra ja

P

NIP.

Drs. SW. WARSITO, M. Si

embina
5lo 058 672


